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Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

1 1 /Pa nsel. J PT/Kemen ko/[Varv eslXl2020
Segera
1 (satu) berkas
Seleksi Terbuka JPT lVadya dan JPT Pratama
di Lingkungan Kemenko Marves

Kepada Yth. (daftar terlampir)
di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tVladya dan Pratama di

lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan lnvestasi (Kemenko
fVarves), maka kami akan melakukan seleksi terbuka untuk mengisi JPT dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan bantuan Saudara
untuk kiranya dapat menyampaikan informasi pelaksanaan seleksi terbuka kepada
seluruh PNS maupun Non PNS di lingkungan lnstansi Saudara yang memenuhi
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan
integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Selanjutnya informasi persyaratan dan

tahapan seleksi dapat dilihat melalui laman ii{s..}-,,',,.rii,iltii"i"t,.glLig,l$q{Hl-ir:lr:fiti,lir:rt{.

ttgdye:pfatgng.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan
terima kasih.

nterian Koordinator
Panitia Seleksi,

ndono

Tembusan
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan lnvestasi;
2. [Venteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan

3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

elaku

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
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Lampiran
Nomor : 11lPansel.JPT/Kemenko/tvlarveslXl2020
Tanggal : 10 Oktober2020

A. Sekretariat Lembaga Negara
1. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
3. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Sekretariat Jenderal I\/ahkamah Agung;
5. Sekretariat Jenderal lvlahkamah Konstitusi;
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;

B. Sekretariat Kementerian dan Setingkat Kementerian
'l . Sekretariat Kabinet;
2. Kementerian Sekretariat Negara;
3. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

6. Kementerian Dalam Negeri;
7. Kementerian Luar Negeri;
8. Kementerian Agama;
9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kementerian Riset dan Teknologi;
1 1. Kementerian Kesehatan;
1 2. Kementerian Sosial;
1 3. Kementerian Ketenagakerjaan;
1 4. Kementerian Perindustrian;
1 5. Kementerian Perdagangan;
16. Kementerian Komunikasi dan lnformatika;
1 7. Kementerian Pertanian;
lS.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
'19. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
20. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

2l.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
22. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil [r/enengah;
23. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
25. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
27. Kementerian Pertahanan;
28. Kementerian Keuangan;



29. Kementerian Badan Usaha lVilik Negara;
30. Kementerian Hukum dan Hak Asasi l\,4anusia,
31. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

C. Sekretariat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)
1. Arsip Nasional;
2. Badan Kepegawaian Negara;
3. Badan Narkotika Nasional;
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
6. Badan Perlindungan Pekerja [Vigran lndonesia;
7. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
8. Badan Obat dan Makanan;
9. Badan Pengka.jian dan Penerapan Teknologi;
10. Badan Pusat Statistik;
1 1 . Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS;
1 2. Badan Sta ndard isasi Nasio nal ;

13. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
14. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
15. Badan Keamanan Laut,
16. Badan lntelijen Negara;
17. Badan lnformasi Geospasial;
18.Badan Siber dan Sandi Negara;
l9.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
20. Lembaga llmu Pengetahuan lndonesia;
21 . Lembaga Ketahanan Nasional;
22. Lembaga Administrasi Negara;
23. Perpustakaan Nasional;

D. Sekretariat Pemerintah Provinsi di lndonesia
'l . Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Pemerintah Provinsi Banten;
3. Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Pemerintah Provinsi Daerah lstimewa Yogyakarta;
6. Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Pemerintah Provinsi Aceh;
8. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
9. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
10. Pemerintah Provinsi Riau;
11. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
12. Pemerintah Provinsi Bengkulu;
13. Pemerintah Provinsi Jambi;



14. Pemerintah
1 5. Pemerintah
1 6. Pemerintah
1 7. Pemerintah
18. Pemerintah
19. Pemerintah
20. Pemerintah
21. Pemerintah
22. Pemerintah
23. Pemerintah
24. Pemerintah
25. Pemerintah
26. Pemerintah
27. Pemerintah
28. Pemerintah
29. Pemerintah
30. Pemerintah
31 . Pemerintah
32. Pemerintah
33. Pemerintah
34. Pemerintah

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provin si

Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi
Provinsi

Bangka Belitung;
Sumatera Selatan;
Lampung;
Kalimantan Barat;
Kalimantan Selatan;
Kalimantan Tengah;
Kalimantan Timur;
Kalimantan Utara;
Su lawesi Selatan;
Sulawesi Barat;
Sulawesi Tengah;
Sulawesi Utara;
Sulawesi Tenggara;
Gorontalo;
Bali;
Nusa Tenggara Barat;
Nusa Tenggara Timur;
Maluku;
Maluku Utara;
Papua;
Papua Barat;

E. Sekretariat Akademi dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lndonesia
1. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh;
2. Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe;
3. Universitas Samudera, Langsa;
4. Universitas Teuku Umar, Meulaboh;
5. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh;
6. Universitas Sumatera Utara, Medan;
7. Universitas Negeri Medan, Medan;
B. lnstitut Agama lslam Negeri Sumatera Utara, Medan;
9. UIN Sumatera Utara, Medan;
10. lAlN Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan;
1'l . Universitas Andalas, Padang;
12. Universitas Negeri Padang, Padang;
'1 3.lAlN lmam Bonjol, Padang;
14. Universitas Riau, Pekanbaru;
15. UIN Sultan Syarif Kasim (SUSKA), Pekanbaru;
16. Universitas Jambi, Jambi;
17. lAlN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi;
1 8. Universitas Bengkulu, Bengkulu;
19. lAlN Bengkulu, Bengkulu;
20. Universitas Sriwijaya, Palembang;



21.lAlN Raden Fatah, Palembang;
22. Universitas Lampung, Bandar Lampung;
23. Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung;
24. lAlN Raden lntan, Bandar Lampung;
25. Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung;
26. lAlN Sultan IVaulana Hasanuddin, Banten;
27. Universitas lndonesra, Jakarta;
28. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta;
29. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta;
30. Universitas Padjajaran, Bandung;
31. lnstitut Pertanian Bogor, Bogor;
32. lnstitut Teknologi Bandung, Bandung;
33. Universitas Diponegoro, Semarang;
34. Universitas Negeri Semarang, Semarang;
35. UIN Walisongo Semarang;
36. lAlN Surakarta, Surakarta;
37. lAlN Salatiga, Salatiga;
38. IAIN Purwokerto, Purwokerto;
39. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta;
40. Universitas Airlangga, Surabaya;
4'1 . Universitas Negeri Surabaya, Surabaya;
42. Universitas Brawijaya, Malang;
43. Universitas Negeri Malang, Malang;
44. Universitas Jember, Jember;
45. Universitas Trunojoyo, Bang ka la n;

46. Universitas lslam Negeri Maulana Malik lbrahim, Malang;
47.UlN Sunan Ampel, Surabaya,
48. Universitas Mataram, Mataram;
49. IAIN Mataram, Lombok;
50. Universitas Udayana, Denpasar;
51. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja;
52. Universitas Tanjungpura, Pontianak;
53. Universrtas Palangka Raya, Palangka Raya;
54. Universitas N/ulawarman, Samarinda;
55. Universitas Sam Ratulangi, Manado;
56. Universitas Negeri Manado, Manado;
57. Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo;
58. Universitas Tadulako, Palu;
59.Sekolah Tinggi llmu Ekonomi (YPP IVujahidin), Tolitoli;
60. lAlN Dato Karamau, Palu;
61. Universitas Hasanuddin, Makassar,
62. Universitas Negeri Makassar, [Vlakassar;
63. UIN Alauddin Makassar, Makassar;



64.Universitas 19 November Kolaka, Kolaka;
65. Universitas [Muhammadiyah Kendari, Kendari;
66. Universitas Negeri Sulawesi Barat;

menterian Koordinator
Panitia Seleksi,

dono

laku


